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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta upaya 
yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya KDRT adalah, Perselingkuhan yang dilakukan 
oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami; Istri terlalu banyak 
menuntut kebutuhan ekonominya terhadap suami, sedangkan suami tidak 
mampu memenuhinya; Penekanan yang dilakukan oleh suami, yang 
melarang istrinya untuk bergaul di luar rumah; Penelantaran yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri, kemudian istri mengajukan keberatan 
kepada suami; dan Suami yang dalam pengaruh alkohol; b) upaya yang 
dilakukan untuk menanggulangi KDRT yakni dengan melakukan upaya 
perdamaian terhadap para pihak yang terlibat kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga; Melakukan kegiatan yang menghimbau masyarakat untuk 
menghindari penyelesaian masalah dalam rumah tangga melalui cara 
perdamaian; dan Melakukan sosialisasi terkait penyebarlausan informasi 
keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a) 
Diharapkan para suami mampu memperlakukan istri dengan sebaik-
baiknya, suami dan istri menyelesaiakan setiap permasalahan tidak 
dengan cara yang emosional. Para pihak saling memahami kedudukan 
mereka sebagai suami dan istri sehingga mampu melaksanakan 
kewajiban masing-masing dengan baik. b) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 harus diberlakukan secara efektif terhadap pelaku Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Sehingga dapat memberikan efek jera, baik 
terhadap si pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, 
intensitas sosialisasi terkait undang-undang ini, perlu lebih ditingkatkan. 
 






Assalamu Alaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur Alhamdullilah Penulis haturkan kepada Allah SWT 
atas rahmat dan karunia-Nyalah yang telah memberikan 
kehidupan,kesehatan, dan kekuatan  kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis atas 
Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi 
Kasus Tahun 2009-2012 di Kota Makassar)”, yang merupakan 
persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar.  
Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama 
penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, 
bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan 
kesulitan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. 
Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih. 
Terlebih kepada Kedua Orang Tuaku, Prof. Dr. Muhadar, SH., MH., dan 
Suriana Supri SH., yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, 
merawat, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penulis 
sampai menyelesaikan studi Penulis. Dan untuk kedua saudaraku Bisma 
Sudarno dan Bataro Imawan yang selama ini telah menjaga dan sering 
memarahi Penulis, tapi Penulis yakin dan mengerti itu semua untuk 
kebaikan penulis. Dan tak lupa pula Penulis ucapkan terimakasih kepada 
vii 
 
Mami Oci yang dari kecil hingga besar telah merawat dan memperhatikan 
penulis dengan sebaik-baiknya. Juga kepada seluruh keluarga besar yang 
tak henti mendukung dan mendoakan penulis.  
Serta Kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi. Selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH., MS., DFM. Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum 
Pidana Universitas Hasanuddin Makassar. 
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim SH., MH. Dan Hj. Nur 
Azisa SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. 
5. Bapak Prof. Andi Sofyan SH., MH. , Hj. Haerana SH., MH. , Dara 
Indrawati SH., MH. Selaku penguji penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Prof. Dr. Suryaman Mustari Pide SH., MH. Selaku Penasihat 
Akademik atas segala bimbingannya dan perhatiannya yang telah 
diberikan kepada penulis. 
7. Ray Pratama Siadari SH. Selaku pembimbing, penguji, pengkritik, 
pemberi saran, pendengar, pemotivasi yang baik dari yang terbaik.  
8. Sahabat-sahabat Penulis : Suhaeni Rosa, Avelyn Pingkan Komuna, 
Resky Indah Sari, Gita Limbong Tasik Pongmasangka, Adis Nevi 
viii 
 
Yuliani, yang telah setia menemani Penulis dari awal menjadi 
mahasiswa FH-UH hingga selama penyelesaian skripsi ini. 
9. Saudari Misra Icha Amd, Suci Rizkia Jazilah, Faradillah, All Virginity 
Makassar, All Hitzone Makassar, yang telah senantiasa 
meluangkan waktu selama ini guna menghibur penulis di luar 
kesibukan perkuliahan. 
10. Kepala Kantor Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota 
Makassar serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan 
izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi 
yang dibutuhkan penulis. 
11. Kepala Polisi Resort Kota Makassar serta jajaran pengurus yang 
membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian 
dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 
12. Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar serta jajaran pengurus 
yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan 
penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar serta 
jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam 
rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang 
dibutuhkan penulis. 
14. Teman KKN Gelombang 82 Univesitas Hasanuddin Makassar 




15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya 
Dosen pada bagian Kepidanaan. 
16. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran 
akademik penulis, khususnya kepada Pak Bunga, Ibu Sri, Pak 
Ramalang, Pak Usman, Kak Tri, Kak Tia, serta Ibu Aji. 
17. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar,  khususnya teman-teman Doktrin 09, atas 
kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan 
pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis 
menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga 
terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Wasalam dan Terima Kasih. 
 









HALAMAN SAMPUL   ..........................................................................   i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING    .........................................................  ii 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI    .......................................................................................  iii 
BAB I PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah    ...................................................  1 
B. Rumusan Masalah    ...........................................................  10 
C.  Tujuan Penelitian    .............................................................  10 
D.  Kegunaan Penelitian ...........................................................  11 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi ..................................................................... 12 
1. Pengertian Kriminologi .............................................. 12 
2. Ruang Lingkup Kriminologi ....................................... 15 
3. Manfaat Kriminologi .................................................. 20 
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ................................. 22 
1. Pengertian Kekerasan .............................................. 22 
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .......... 25 
3. Ruang Lingkup Dalam Rumah Tangga  .................... 27 
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga ..... 28 
5. Suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga 32 
C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .................. 33 
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan ....................... 43 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian ............................................................ 47 
B. Jenis dan Sumber Data .................................................. 47 
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 48 






BAB IV PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................... 50 
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya KDRT .... 58 
C. Upaya Penanggulangan Terjadinya KDRT ..................... 66 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .................................................................... 71 
B. Saran ............................................................................. 72 
 
DAFTAR PUSTAKA  ............................................................. ……… 73 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini telah 
menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban 
global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas 
yaitu antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, 
pemikiran keagamaan bahkan dalam wilayah yang paling eksklusif 
yang bernama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial 
pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia 
belajar untuk mulai berintekrasi dengan orang lain. Oleh sebab itu, 
umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam 
lingkungan keluarga. 
Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal 
guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap 
individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah 
dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (deviasi) atau 
aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau 
penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap 
anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, 
pemerkosaan, pembunuhan. 
Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, akan 
tetapi kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap 
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perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya, tindakan kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga 
sudah berlangsung sejak lama dan terjadi pada setiap lapisan 
masyarakat. 
Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling 
berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing 
yaitu laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan 
untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, 
istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering 
kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi 
korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah 
perempuan (istri). Biasanya mereka yang melakukan kekerasan 
merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang 
menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang 
seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi 
satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga 
khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan 
sebagai tindak pidana (kejahatan). Fenomena inilah yang lazim 
disebut dengan istilah KDRT  (domestic violence). KDRT  telah 
menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan 




Akan tetapi banyak perempuan korban tindak kekerasan 
dalam rumah tangga menyerah kepada keadaan dan memendam 
sendiri perasaannya. Dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar 
hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Banyak istri yang 
menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan haknya untuk 
menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya ada 
istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi 
bebannya. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap 
kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ialah karena 
adanya rasa takut kepada suami yang akan berbuat lebih kejam 
lagi apabila istri mengadu kepada pihak lain, dan biasanya istri 
yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila 
ada orang lain tahu karena mempunyai suami yang berprilaku 
buruk. 
Banyak kemungkinan faktor yang menyebabkan korban 
kejahatan KDRT  tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya. 
Salah satu kemungkinan faktor tersebut adalah keengganan korban 
mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Dapat juga 
disebabkan masih dipertahankannya paradigma berpikir bahwa apa 
yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, 
sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. 
Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya 
membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. 
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Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga karena adanya budaya patriarki, 
dimana budaya patriarki kemudian oleh pemerintah Republik 
Indonesia dilegitiminasi dalam semua aspek kehidupan, akibat 
budaya patriarki tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan 
dalam Undang-Undang Perkawinan yang membedakan peranan 
laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu 
rumah tangga (Pasal 31 UU Perkawinan) yang menimbulkan 
pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki 
sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua 
kehendaknya termasuk melalui kekerasan. Kekerasan terhadap istri 
sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan karena adanya 
keyakinan sebagian masyarakat bahwa hal tersebut merupakan 
suatu hak suami sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga. 
Mendidik istri seringkali dijadikan alasan pembenaran 
manakala suami menggunakan cara memukul, memperingatkan 
secara kasar, dan berbagai perilaku lain yang menyakiti hati 
bahkan fisik istri. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga belum 
dipahami sebagai masalah yang serius, karena umumnya orang 
belum mengerti realitasnya. 
Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah 
tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan 
sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam 
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rumah tangga dipidana. Berbagai dampak kekerasan yang 
mengancam kaum perempuan merupakan fakta umum yang harus 
segera menjadi perhatian utama bahwa perbuatan tersebut sebagai 
kejahatan manusia. Karena telah melanggar Hak Asasi Manusia 
(HAM) sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang deklarasi Hak Asasi Manusia 
sedunia pada tangal 10 Desember 1984. 
Dari fakta-fakta sosial diketahui bahwa kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga sering terjadi terhadap istri, perbuatan 
tersebut dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan 
kekerasan psikologis, seksual dan dominan terhadap fisik yang 
dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan 
korban. 
Kasus-kasus yang disebabkan di atas merupakan fakta 
hukum dari berbagai peristiwa yang dialami kaum perempuan yang 
ada di Indonesia dalam kehidupan rumah tangganya juga dengan 
berbagai dampak masing-masing yang dirasakan oleh perempuan 
atau istri, padahal sesungguhnya dalam deklarasi hak asasi 
manusia PBB telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas 
hak-hak asasi dan kebebasan tanpa adanya perbedaan ras dan 
jenis kelamin (kesetaraan gender), juga kesepakatan dan perjanjian 
Internasional mengenai konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh PBB pada 
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tahun 1979 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
Seperti yang telah disinggung dimuka bahwa implikasi terburuknya 
adalah jatuhnya korban jiwa dan tentunya yang menjadi objek 
kekerasan yaitu istri. 
Banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi 
berasal dari rumah, demokrasi yang mengajarkan dan 
menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan, 
dan seorang itulah (ibu/istri/perempuan)  yang mengajarkannya. 
Oleh sebab itu bahwa peranan ibu atau perempuan mendidik anak-
anak dalam keluarga atau rumah tangganya menjadi sangat 
penting dan menentukan. 
Jadi jelas peranan ibu atau perempuan dalam sebuah 
keluarga sangat besar pengaruhnya, dalam pembentukan  
karakteristik keluarga. Oleh karena itu, penataan sistem hukum, 
sarana dan prasarana serta penegak hukum, bukan hanya slogan 
atau simbolik semata-mata namun telah menjadi ketentuan yang 
tidak bisa ditunda-tunda dan ditawar lagi. Berdasarkan kepedulian 
dari penataan sistem hukum yang sama sekali tidak memberikan 
ruang perempuan untuk mengeksplorasikan kemampuannya, maka 
perempuan harus bisa mengambil terobosan-terobosan dalam 
lingkungan keluarganya, masyarakat, dan negara agar kaum pria 
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tidak senantiasa sewenang-wenang memperlakukan perempuan 
dengan kemauannya sendiri. 
Artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
dilakukan suami terhadap istri sebetulnya dapat dikategorikan 
sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus 
mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara 
dan secara khusus oleh pemerintah dan masyarakat setempat. 
Maka sangat relevan dengan apa yang telah diutarakan di 
atas, bahwa Indonesia adalah negara hukum harus menunjukkan 
kreabilitasnya, segala sesuatu yang terjadi dan bertentangan 
dengan peraturan dan hukum harus diterapkan secara tegas 
dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan keadilan sebagai 
tujuan dari hukum itu sendiri. 
Harapan adanya perlindungan hukum bagi korban 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah hadir seiring dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya 
disingkat PKDRT). Lahirnya undang-undang ini berawal dari inisiatif 
LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) 
bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi 
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) 
untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) anti KDRT  
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(KDRT). RUU anti KDRT ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan 
Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini 
memang termasuk lama mengingat isu KDRT masih kurang 
dikenal oleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu. 
Undang-undang KDRT secara filosofis dan sosiologis 
bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan 
rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari 
hak dan kewajibannya masing-masing/ tidak ada satu anggota 
keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. 
Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama 
antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri 
dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu 
pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain. 
Keberadaan  undang-undang KDRT, memberikan dampak 
positif terutama dalam menghindari semakin banyaknya orang yang 
terluka atau bahkan meninggal dunia karena dianiaya dalam 
keluarganya dan akhirnya melahirkan generasi-generasi bangsa 
yang tidak sehat. Undang-undang KDRT ini pula memiliki tujuan 
untuk membentuk keluarga dan bangsa yang sehat. Eksistensi 
undang-undang ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya 
agar masyarakat mengetahui bahwa negara tidak menginginkan, 




Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan KDRT , maka KDRT dapat berwujud pada 
kekerasan fisik; psikis; seksual; dan penelantaran rumah tangga, 
dengan dampak bagi korbanya yang berbeda-beda. KDRT dapat 
pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, 
kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya 
mengakibatkan penderitaan, kemudian memberikan dampak 
kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik 
atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat 
trauma atau mengalami penderitaan secara psikis. 
Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang 
hanya kelihatan puncaknya sedikit, tetapi sebetulnya tidak 
menunjukan fakta yang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di 
keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai 
ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka 
layak untuk dibawa ke jalur hukum, karena selama ini 
masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT 
adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
uraikan di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah 
tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya 
kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap 
istri dalam rumah tangga ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan 
fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah 
tangga ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong 
terjadinya kejahatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami 
terhadap istri dalam rumah tangga. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan kekerasan 






D. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain 
sebagai berikut : 
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi (input) 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana 
pada khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap 
istri dalam rumah tangga sebagai upaya perlindungan dan 
penegakan hukum secara keseluruhan yang dimulai dari 
keluarga. 
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan umumnya 
bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum 
pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh suami 
terhadap istri. 
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan 
untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang 
berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak 
hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi 
kedepannya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga 






A. Kriminologi  
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi bukanlah sesuatu untuk berbuat kejahatan, akan 
tetapi untuk menangani terjadinya kejahatan. Nama kriminologi 
pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830 – 1911), 
seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua 
suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos  
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Untuk lebih memperjelas 
pengertian kriminologi, beberapa sarjana disiplin ilmu 
pengetahuan memaparkan pendapat mereka tentang 
kriminologi sebagai berikut : 
Menurut Soedjono Dirjosisworo (1976 : 24) memberikan 
definisi kriminologi adalah : 
“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, 
perbaikan maupun pencegahan kejahatn sebagai gejala 
manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan 
berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.” 
Sedangkan menurut G.P. Hoefnagel  (Mulyana W Kusuma : 
1984 : 3), mengungkapkan arti dari kriminologi, bahwa :  
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“Suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian 
dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari 
kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari 
kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-
masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab 
kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan 
tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat 
oleh pihak diluar penjahat itu sendiri.” 
Serta menurut W.A.Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9) 
mengemukakan kriminologi adalah : 
“Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya.” 
W.A.Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9) juga menentukan 
suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, 
artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan 
sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematik yang 
dipergunakan untuk mencapai tujuan. 
b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu 
kebetulan dari berbagai bentuk bagian yang saling 
berhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya, 
antara satu dengan yang lainnya, selanjutnya dengan 
peranan masing-masing segi didalam hubungan dan proses 
perkembangan keseluruhan. 
c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian 
antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai 
isinya dan obyeknya (hal yang diketahui). 
Jadi menurut W.A.Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9) bahwa 
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“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut diatas dianggap 
sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala 
patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotika dan 
lain-lain.” 
Selanjutnya W.A.Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9-10) 
membagi kriminologi murni yang mencakup : 
1. Antropologi Kriminal ; adalah ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (somatis). 
2. Sosiologis Kriminal ; adalah ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal ; adalah ilmu tentang pejabat dilihat dari 
sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ; adalah ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa. 
5. Penologi ; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
 
Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003 : 11) 
mengemukakan, bahwa : 
“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu 
kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata 
perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi 
adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan 
yang ditentang oleh masyarakat tersebut.” 
 
Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003 : 11) 
memberikan definisi kriminologi ialah : 
“Ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah 
manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala 
sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka 
kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna 
kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.” 
 
Wolffgang Savita dan Jhonston dalam The Sociology of 
Crime and Deliquency (Topo Santoso, 2003 :12) memberi 
definisi kriminologi sebagai berikut : 
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“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian 
mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya.” 
 
Wood (Abd Salam, 2007 : 5), merumuskan definisi 
kriminologi ialah : 
“Sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan 
perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.” 
 
Berdasarkan rumusan para ahli di atas, kriminologi dapat 
disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek, serta penyisipan kata kriminologi 
sebagai ilmu, menyelidiki, kemudian mempelajari. Selain itu, 
yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah 
mengenai pengertian kejahatan. Jadi, kriminologi bertujuan 
mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi 
mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari 
hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, 
reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, 
hanya dapat dibedakan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Topo Santoso (2003 : 23) mengemukakan bahwa : 
“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari 
interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena 
pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam 
hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan 
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ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan 
jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-
pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat 
terhadap keduanya.” 
 
Lanjut menurut Topo Santoso (2003 : 12) mengemukakan 
bahwa obyek studi Kriminologi meliputi : 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan 
2. Pelaku kejahatan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap 
perbuatan maupun terhadap pelakunya 
 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan 
baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan 
reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan 
sebagai berikut : 
1. Perbuatan yang Disebut Kejahatan 
a. Kejahatan dari segi Yuridis 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-
hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang 
tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat, seperti 
pemerasan, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya yang 
dilakukan oleh manusia, sebagaimana yang dikemukakan 
Rusli Effendy (1978 : 1) bahwa : 
“Kejahatan adalah delik hukum (Recht Delicten) yaitu 
perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan 
dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi 
dirasakan bahwa sebagai perbuatan yang bertentangan 




Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi 
sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHP), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal 
ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989 : 11), bahwa : 
“Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-
Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) 
yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi 
masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh 
Negara.” 
 
Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976 : 3) 
merumuskan kejahatan adalah : 
“Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan 
atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, 
menjengkelkan, meresahkan, dan tidak boleh dibiarkan.” 
 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo 
Santoso, 2003 : 14) bahwa : 
“Ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang 
oleh negara karena merupakan perbuatan yang 
merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu 
negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya 
pamungkas.” 
 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai 
kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan 
suatu sanksi. 
b. Kejahatan dari segi Sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003 : 15) bahwa : 
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“Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku 
manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun 
masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang 
berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian 
tertentu yang memiliki pola yang sama.” 
 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985 : 13) bahwa : 
“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala 
tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan 
ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada 
hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan 
menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan 
merugikan masyarakat.” 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah 
suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang, oleh karena 
perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan 
pelakunya dapat dikenakan pidana. Walaupun batasan 
pengertian tentang kejahatan itu berbeda-beda tetapi secara 
umum kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup 
manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan 
yang tercela dan melanggar norma-norma sosial dalam 
masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh 
dibiarkan hidup terus. 
2. Pelaku Kejahatan 
Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi 
dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
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perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang 
memang melakukan kejahatan. 
Dalam khasanah terminologi, orang tidak akan melupakan 
seorang sarjana bernama Cesare Lambrosso (1835 – 1909). Ia 
merupakan orang yang meletakkan metode ilmiah dan mencari 
penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari 
banyak faktor. 
Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana 
dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. 
Sedangkan menurut Garofalo (W.A. Bonger, 1982 : 82) 
bahwa :  
“Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena 
pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa 
nafsu, dan karena kehormatan atau keyakinan.” 
 
3. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan 
Maupun Terhadap Pelakunya 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan 
dalam hukum pidana, itu merupakan suatu reaksi negatif dari 
masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para 
pembentuk undang-undang (selanjutya disingkat UU). 
Menurut Kartini Kartono (2002 : 167), bahwa : 
“Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan 
kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan 
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kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu 
merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin 
keselamatan diri.” 
 
Dengan begitu, penjara merupakan tempat penyimpanan 
penjahat-penjahat, agar rakyat tidak terganggu, sebagai 
tindakan preventif agar penjahat tidak bisa merajalela. 
3.  Manfaat Kriminologi 
 Dari sesuatu yang sudah, yang akan, yang hendak, atau 
sedang dipelajari, pasti mempunyai manfaat. Apa itu manfaat ?, 
manfaat adalah hasil yang didapat, hasil yang dirasakan, dan 
sesuatu yang diambil dari sesuatu yang lebih besar. 
Manfaat apa yang kita dapatkan dari pelajaran Kriminologi ?. 
Secara sederhana, kita dapat mengetahui bagaimana sebab 
orang melakukan kejahatan. Kalau dalam Hukum Pidana, sebab 
orang mencuri karena lapar, tidak dicari mengapa ada 
kelaparan. Lantas mengapa setelah ada kelaparan orang berani 
mencuri, tetapi yang dipersoalkan bahwa yang mencuri 
melanggar Pasal 263 KUHP. Beda halnya dalam Kriminologi, 
karena lapar, kelaparan itulah yang dicari dan mengapa yang 
orang demikian bisa melakukan pencurian. 
Dengan kriminologi, kita dapat memperoleh pengertian yang 
lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-
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lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan 
penyimpangan norma-norma hukum. 
Menurut Paul Moedikdo (Yesmil Anwar Adang, 2010 : 56) 
menyatakan bahwa : 
 “Dengan mempelajari Kriminologi, terutama untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap 
penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur 
dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya 
perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia 
dan masyarakat. Dan untuk memperoleh pemahaman reaksi 
sosial terhadap penyimpangan itu.” 
Terhadap Hukum Pidana, Kriminologi dapat berfungsi 
sebagai tinjauan terhadap Hukum Pidana yang berlaku, dan 
memberikan rekomendasi guna pembaharuan Hukum Pidana. 
Bagi Sistem Peradlian Pidana, Kriminologi berguna sebagai 
sarana kontrol bagi jalannya peradilan, sebab jika hanya 
menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya 
persidangan akan mandek. 
Penemuan-penemuan yang menyimpang oleh Kriminologi 
dalam proses peradilan pidana, sangat bermanfaat bagi Politik 
Kriminal pada umumnya dan Politik Hukum Pidana pada 
khususnya, oleh karena itu dapat dijadikan bahan bagi 
Kriminalisasi, Dekriminalisasi, atau perubahan undang-undang. 
Bagi Politik Hukum Pidana, Kriminologi berguna untuk 
melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakannya adalah 
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unsur-unsur pelaksanaan Politik Kriminal. Dalam melaksanakan 
politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan 
dari sekian alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik kriminal 
atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga 
mengadakan pemulihan untuk mencapai hasil perundang-
undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 
keadilan dan kemanfaatan. Dalam posisi seperti ini, Kriminologi 
dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk mengadakan 
pilihan dalam menentukan politik kriminal, maka policy maker 
yang bijak tidak boleh mengabaikannya, dengan mengabaikan 
temuan-temuan oleh kriminologi, maka undang-undang menjadi 
tidak fungsional dalam penegakkannya. 
Maka dengan demikian, tujuan Kriminologi atau manfaat dari 
Kriminologi adalah sebagai “Science for the interest of the 
power elite”, atau Kriminologi dapat diakatakan sebagai kontrol 
sosial terhadap pelaksanaan Hukum Pidana. 
 
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan dalam bahasa Inggris “violence” berasal dari 
bahasa Latin “violentus” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. 
Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi 
yang merupakan sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara 
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fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan 
agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat 
seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau 
sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya 
yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa 
semua kewenanngan tanpa mengindahkan keabsahan. 
Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat 
pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar kekerasan 
yakni, kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, 
pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu 
tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik prinsip 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan). 
Sistem nilai atau norma-norma yang hidup dalam 
masyarakat dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan, akan 
menentukan  apakah perbuatan kekerasa itu dianggap baik atau 
tidak. Misalnya dalam perang atau konflik bersenjata, kekerasan 
pada dasarnya diterima sebagai suatu tindakan kekerasan yang 
dianggap sah oleh kedua belah pihak yang bertikai atau 
bersengketa. 
Menurut Zakariah Idris (1988 : 452) kekerasan adalah : 
“Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 




Sianturi (1983 : 610) memberi arti kekerasan atau tindak 
kekerasan yaitu : 
“Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat 
sehingga menjadikan orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak 
berdaya.” 
Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya  
disingkat KUHP) merumuskan bahwa : 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan 
dengan menggunakan kekerasan.” 
 
Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. 
Soesilo (1995 : 98) memberi penjelasan bahwa : 
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya 
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.” 
 
Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena 
dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini 
dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana 
secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan 
maupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama yang baik 
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam suatu 
rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau 
mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. 
Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan 
suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun 
alat secara tidak sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh 
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perorangan ataupun perkelompok yang merugikan orang lain 
atau membuat akibat-akibat seseorang tersakiti, terluka, 
pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan menyebabkan matinya 
seseorang. 
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai 
isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. 
Menguak kausa dari ketidak pedulian masyarakat terhadap 
masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi 
cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi 
masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) 
dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai 
masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya 
sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga 
apapun resikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya.  
Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, 
karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. 
Manakala keluarga itu rusak, maka berbahayalah eksistensi 
negara. 
Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 




“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 
 
Menurut Hasbianto (Hasbianto, 1998 : 2) bahwa : 
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk 
penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, 
yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan 
rumah tangga.” 
 
Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekekerasan 
terhadap Perempuan, disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap 
perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat 
atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 
ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 
depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Abdul Wahid, 
2001 : 32). 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (domestic violence) 
hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan 
yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia 
tetapi diseluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam 
rumah tangga memang tidak terbatas pada perempuan saja 
(dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan  
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bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di 
banding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya 
diskriminasi terhadap perempuan. 
Kekhususan KDRT domestic violence dibandingkan dengan 
kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang 
berkenaan kekuasaan (power relation ship) antara korban dan 
pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan 
dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan 
kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga 
unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa 
adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga 
mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan 
kepada yang berwajib. 
3. Ruang Lingkup Rumah Tangga 
Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 
356 KUUHP, yaitu : ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau 
anaknya. 
Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
PKDRT, yaitu : 
1) Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi : 
a. suami, isteri, dan anak; 
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b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang yang sebagaimana dimaksud pada 
huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 
menetap dalam rumah tangga; dan/atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c 
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kekerasan yang paling menyedihkan apabila terjadi didalam 
lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa 
Indonesia adalah lembaga sakral harus menjadi tempat terjadinya 
kekerasan dan penyiksaan dalam ber-rumah tangga. Harus diakui 
bahwa, didalam lembaga perkawinan banyak sekali terjadi 
kekerasan atau penyiksaan, khususnya yang dialami oleh istri yang 
tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik 
yang dialami istri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang 
membuat istri sangat menderita. 
Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 
tangga menurut Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ialah kekerasan 
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fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelentaraan 
rumah tangga. 
1. Kekerasan Fisik 
Pengertian kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT) adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 
berat. 
Ketentuan pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur 
dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang 
berbunyi : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka 
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak 
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 
denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima 
juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
 
2. Kekerasan Psikis 
Pengertian kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT) adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
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percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga 
diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), 
yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan 
psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
 
3. Kekerasan Seksual 
Pengertian kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT) adalah 
setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual 
dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan 
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan atau tujuan tertentu. 
Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga 
diatur dalam Pasal 46, 47, 48 UU No. 23 Tahun 2004 (UU 
PKDRT), yang berbunyi : 
Pasal 46 :  
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
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atau denda paling banyak Rp56.000.000,00 (lima puluh 
enam juta rupiah).” 
Pasal 47 : 
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 
paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau 
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah).” 
Pasal 48 : 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang 
tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 
(satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin 
dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya 
alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
  
4. Penelantaraan Rumah Tangga 
Yang dimaksud dengan penelantaraan rumah tangga (Pasal 
9 UU PKDRT) adalah 
a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut. 
b) Penelantaraan yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
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yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 
berada di bawah kendali orang tersebut. 
Ketentuan pidana penelantaraan dalam rumah tangga diatur 
dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang 
berbunyi : 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah), setiap orang yang : 
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2).” 
 
6. Suami sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
Hampir setiap hari kita melihat dari media, baik dalam bentuk 
elektronik ataupun surat kabar/majalah, banyak ditemukan tindak 
kejahatan atau kriminalitas, maka hampir dipastikan juga bahwa 
kekerasan terhadap perempuan dan keluarga menjadi salah satu 
kejahatan. Contohnya seperti : penganiayaan, menampar, 
menendang, sampai persoalan pemerkosaan, membakar, dan 
membunuh. 
Dari sekian kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 
yang tidak teridentifikasikan atau dilaporkan sebagai korban, 
sedangkan pada saat yang bersamaan para pelaku sering kali 
lepas dari jeratan hukum yang ada. Dan kalaupun mendapatkan 
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hukumannya, sangat tidak setimpal dengan apa yang telah pelaku 
tindak pidana tersebut lakukan atau perbuat atau dengan kata lain 
relatif ringan dari tuntutan seumur hidup mereka. 
Sesungguhnya kita menyadari bahwa menjadi korban 
kekerasan tersebut adalah ibu, kakak, adik, dan orang-orang 
terdekat dalam kehidupan kita. Dan keluarga yang bermasalh 
dengan kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya 
adalah dominan laki-laki. 
Banyak kasus yang melibatkan laki-laki sebagai pelaku 
kekerasan disebabkan karena mereka frustasi, rasa bersalah, 
depresi, dan sebagainya. Pada umumnya mereka sadar bahwa 
mereka telah melakukan kesalahan dengan menyakiti istri dan 
keluarganya, rasa menyesal dan bersalah biasanya diperlihatkan 
setelah mereka melakukan kesalahn. Namun hal ini biasanya akan 
terulang kembali sebagaimana halnya spiral siklus kekerasan. 
Disisi lain bahwa semakin lama korbannya akan merasa kebal, juga 
pada saat yang bersamaan, biasanya pelaku kekerasan memiliki 
masa lalu yang sangat erat dengan kekerasan. 
 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan 
yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada 
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hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal 
yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam 
menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang 
berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
Made Darma Weda (1996 : 15-20) mengemukakan teori-teori 
kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut : 
1. Teori Klasik 
 
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-
19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan 
psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap 
perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang 
dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak 
memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan 
mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana 
yang tidak. 
 
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa: 
“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan 
tersebut. That the act which I do is the act which I think will 
give me most pleasure.” 
 
Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan 
bahwa: 
“Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus 
menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, 
kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-
keadan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian 
beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari 
pelanggaran undang-undang tersebut.” 
 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan 
sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud 
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pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan 
kekuasaan hukuman.  
Pendapat ekstrim tersebut (Purniati dkk., 1994:21) dipermak 
menjadi dua hal: 
1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian 
atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk 
memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.  
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi 
secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. 
 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan 
sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula 
kemungkinan adanya peristiwa- peristiwa tertentu yang memaksa 
terjadinya perbuatan tersebut. 
2. Teori Neo Klasik. 
Menurut Made Darma Weda (1996:15) bahwa: 
“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini 
tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-
sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya 
tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai 
rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung 
jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh 
rasa katakutannya terhadap hukum.” 
 
Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah 
sebagai berikut : 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak 




i. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, 
atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk 
memperlakukan kehendak bebasnya. 
ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal 
yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk 
pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih 
dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-
kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum 
dengan berat. 
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini 
dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) 
keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari 
individu. 
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung 
jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk 
mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja 
adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat 
mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu 
melakukan kejahatan. 
d. Dimasukkan persaksian/ keterangan ahli di dalam acara 
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, 
untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih 
antara yang benar dan salah. 
Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra 
natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan 
membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan 
demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan 
yang naturalistik terhadap perilaku/ tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai 
oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai 
makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio 
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dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas 
kelakuannya. 
Menurut A.S.Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa : 
“Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu 
menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat 
melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-
klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan 
dari tanggungjawab atas perbuatannya.” 
 
3. Teori Kartografi/Geografi 
Teori kartografi  yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini 
sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan 
oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah 
tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. 
Menurut Made Darma Weda (1996:16) bahwa : 
“Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi 
sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.” 
4. Teori Sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para 
tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan 
Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. 
Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16) 
bahwa : 
“Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi 




Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) 
berpendapat bahwa : 
“Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari 
itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara 
melakukan kejahatan.” 
 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. 
Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial 
akan mengurangi terjadinya kejahatan. 
5. Teori Tipologis 
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka 
mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat 
dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis 
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut 
Lombroso (Made Darma Weda 1996:16-17) bahwa :  
“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak 
lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri 
khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya 
yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.” 
 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh 
Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu : 
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1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang 
berbeda; 
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, 
hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan 
tahan terhadap rasa sakit; 
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian 
yang cenderung mempunyai perilaku kriminal; 
4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat 
terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila 
lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan; 
5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat 
seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat 
dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. 
 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran 
klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan 
kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang theory 
of imitation (Le lois de'l imitation). 
Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring 
(Made Darma Weda, 1996:18) menarik kesimpulan bahwa : 
“Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe 
penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah 
untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.” 
 
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa : 
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia 
mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, 
kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang yersebut 
melakukan kejahatan.” 
 
Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan 
kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan 
sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang. 
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b. Teori Mental Tester 
Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori 
Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes 
mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. 
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa : 
“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena 
orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, 
dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari 
perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti 
hukum.” 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang 
kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan 
merupakan penyebab orang melakukan kejahatan. 
c. Teori Psikiatrik 
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso 
dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi 
(Made Darma Weda, 1996:19) bahwa:  
“Teori ini Iebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi 
dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.Teori 
psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan 
kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi 
sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah 
organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang 
berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap 
akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi 
situasi sosial.” 
d. Teori Sosiologis 
Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan 
aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan 
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secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan 
sosialis.  
Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda, 
1996:19) sebagai :  
“Fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social 
environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, 
bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang 
sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses 
terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah 
laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang 
melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut 
meniru keadaan sekelilingnya.” 
 
6. Teori Lingkungan 
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. 
Menurut  Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa : 
“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena 
dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik 
lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, 
serta penemuan teknologi.” 
 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, 
buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai 
promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat 
kejahatan.  
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa : 
“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. 
Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.” 
 
7. Teori Biososiologi 
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Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. 
Simons dan lain-lain. Aliran biososilogi ini sebenarnya 
merupakan perpaduan dari aIiran antropologi dan aliran 
sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap 
kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis 
dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.  
Menurut  Made Darma Weda, (1996:20) bahwa: 
“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang 
diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan 
badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, 
dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong 
seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam 
(geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat 
peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya 
meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan 
menghadapi sidang MPR.” 
8. Teori NKK 
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang rnencoba 
menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. 
Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam 
menanggulangi kejahatan di masyarakat. 
Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa 
rumus teori ini adalah: 
N + K1 = K2 
Keterangan:   
N = Niat 
K1 = Kesempatan 
K2 = Kejahatan  
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“Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena 
adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi 
meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil 
akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada 
kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula 
akan terjadi kejahatan.” 
 
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat 
dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama 
.Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya 
semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-
kota kecil. 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. 
Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus 
mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi 
masalah tersebut. 
Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) terdiri atas 3 
(tiga) bagian pokok, yaitu : 
a. Upaya Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. 
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Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-
nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi, dalam usaha Pre-Emtif, factor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari 
teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan = Kejahatan.  
Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu 
lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut, meskipun pada waktu itu 
tidak ada polisi yang berjaga. 
Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara, seperti Singapura, 
Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. 
Jadi, dalam upaya Pre-Emtif factor NIAT tidak terjadi. 
b. Upaya Preventif 
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan.  
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Contoh, ada orang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan 
itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di 
tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi 
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif 
KESEMPATAN ditutup. 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama 
kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 
semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki 
penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 
kejahatan ulangan. 
c. Upaya Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hokum 
(law enforcement). 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah 
terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai 
dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar 
mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan 
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perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, 
sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 







A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di 
Kota Makassar Provensi Sulawesi Selatan, tepatnya di Lembaga 
Pemasyarakatan, Polretabes Makassar, dan Lembaga Pemberdayaan 
Perempuan sebagai instansi yang berwenang penuh dalam 
penanggulangan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pemilihan 
kota Makassar didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini 
merupakan pusat ibu kota, dan Makassar sebagai salah satu kota 
besar kawasan timur Indonesia tentunya memiliki masalah yang 
kompleks, termasuk tingkat kejahatan salah satunya adalah kekerasan 
fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang hanya dapat diperoleh dari 
sumber asli atau sumber utama dari penelitian (data yang 
langsung diperoleh dari responden). 
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2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga 
peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan ( data 
yang dipeoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-
undangan yang terkait). 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data ialah 
sebagai berikut : 
1. Teknik Penelitian Lapangan 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparat hukum 
terkait) dan obyek penelitian. 
2. Teknik Penelitian Kepustakaan  
Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan 
dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah 
literature-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskritif kualitatif dengan menggunakan 
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pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 










A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar  
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, 
karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan 
maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis 
dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab 
ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum Kepolisian 
Resort Kota Besar  Makassar. 
Kepolisian Resort Kota Besar  Kota Makassar beralamatkan di 
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah 
hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar meliputi seluruh 
wilayah Kota Makassar yaitu 175,77 km2 yang terdiri dari 14 
kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung 
Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, 
Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan 
batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
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Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar 
didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 
2010 tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 
tanggal 14 Juni 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja tingkat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort dan Kepolisian Sektor. 
Kondisi Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar terdiri dari 
Kepolisian Resort Kota Besar  1 unit dan Polsek 12 unit dengan 
kekutan personil Polri saat ini terdiri dari Polri 2.305 orang dan PNS 55 
orang total Polri dan PNS = 2.360 orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota Besar  
Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf 
maupun pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil 
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar disingkat 
WakaKepolisian Resort Kota Besar  
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf : 
1. Bagian Operasional; 
2. Bagian Sumber daya; 
3. Bagian Perencanaan; 
4. Seksi Pengawasan; 
5. Seksi Profesi dan Pengamanan; 
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6. Seksi Keuangan; dan 
7. Seksi Umum. 
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok: 
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu; 
2. Satuan Intelijen Keamanan; 
3. Satuan Reserse Kriminal; 
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; 
5. Satuan Pembinaan Masyarakat; 
6. Satuan Samapta Bhayangkara; 
7. Satuan Lalu Lintas; 
8. Satuan Pengamanan Objek Vital yang; 
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri 
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar; 
f. Satuan Narkoba; 
g. Satuan Kesamaptaan; 
h. Satuan lalu lintas; dan 
i. Satuan pengamanan objek vital. 
Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan 
kamtibmas yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi 




Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas 
sebagai berikut : 
a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan 
segala bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme 
melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat 
dan berlanjut secara konsisten. 
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan 
terutama perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan 
jalanan ( Street Crime ). 
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi 
semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar. 
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum 
dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi 
seluruh Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar beserta 
keluarganya ) maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar  Makassar ); dan 
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan 
terhadap masyarakat. 
 
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan 
LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan 
istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). 
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan 
terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan 
keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau 
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pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan masyarakat. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan 
(dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu 
sendiri yaitu A1 ialah Tahanan Polisi, A2 ialah Tahanan Penuntut 
Umum, A3 ialah Tahanan Pengadilan Negeri, A4 ialah Tahanan 
Pengadilan Tinggi, dan A5 ialah Tahanan Mahkamah Agung), 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 
pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu 
lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan 
pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada 
tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada 
tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur 
balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah 
penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi 
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berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi 
warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan 
lingkungannya.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah 
penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 
Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.  
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek 
yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, 
sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya 
diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana 
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, 
atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.  
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung 
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tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang 
bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka 
masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. 
Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan 
yang dilakukan terhadap mereka.  
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila 
Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang 
ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan 
untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya 
tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan 
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.  
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
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pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia 
menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai 
menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya 
hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, 
diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 
saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang 
memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana 
penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar 
di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki 
lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin 
No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas I 
makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang status pemilikannya 
adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m2. 
58 
 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar yaitu: 
 VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar  
 Tangguh dalam pembinaan  
 Prima dalam pelayanan  
 Unggul dalam pengamanan 
 
 MISI: 
 Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan 
tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak 
mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. 
 
 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh 
Suami terhadap Istri dalam Rumah Tangga 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
bahwa kejahatan dapat terjadi tidak dengan begitu saja melainkan 
disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada jenis kejahatan yang 
terjadi. Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mengakaji terkait 
dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik 
yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga. Untuk 
mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang untuk 
melakukan kejahatan, kita meninjau hal-hal yang terdapat dalam 
kriminologi. Karena kriminologi adalah suatu himpunan pengetahuan 
mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kekerasan dalam 
rumah tangga sudah sangat banyak terjadi di dalam kehidupan rumah 
tangga khususnya terhadap perempuan baik secara psikis, seksual, 
dan tentunya terhadap fisik.  Sebelum melakukan penelitian, penulis 
berhipotesis bahwa faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam 
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rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, antara 
lain dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan (eksternal), misalnya 
adanya faktor pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan 
perselingkuhan. Akan tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor 
dari dalam lingkungan diri pelaku sendiri (internal), misalnya faktor 
ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.  
Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut penulis akan 
memaparkan data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam 
kurung waktu 2009 sampai dengan 2012 di Kota Makassar serta hasil 
penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak instansi yang terkait. 
Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, 
Pengadilan Negeri Makassar, dan Lembaga Pemasyarakatan Kota 
Makassar. Penulis melakukan penelitian dengan tempat yang berbeda 
dengan asumsi bahwa data kekerasan dalam rumah tangga yang 
terdapat pada ketiga instansi tersebut akan menunjukkan hasil yang 
berbeda dan dapat menjadi suatu penunjang perbandingan antara 
faktor yang satu dan faktor yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa hal yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya terkait 
upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. 
Penelitian pertama dilakukan pada Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar dan penulis memperoleh data kekerasan dalam 
rumah tangga sebagai berikut : 
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Tabel 1 : 
Data Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kepolisian Resort 






KDRT yang masih 
dalam tahap proses 
1.  2009 141 160 
2.  2010 132 149 
3.  2011 121 151 
4.  2012 105 42 
JUMLAH 499 502 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan 
dalam rumah tangga yang terjadi tiap tahunnya cenderung menurun 
yakni, pada tahun 2009 terdapat 141 laporan/pengaduan, selanjutnya 
pada tahun 2010 terdapat 132 laporan/pengaduan, pada tahun 2011 
terjadi penurunan menjadi 121 laporan/pengaduan, dan pada tahun 
2012 menurun menjadi 105 laporan/pengaduan saja. Jumlah 
keseluruhan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota 
Makassar dalam kurung waktu 4 tahun terakhir sejak 2009 yakni 
terdapat 499 laporan/pengaduan. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa laporan/pengaduan terkait kekerasan dalam 
rumah tangga tiap tahunnya terjadi penurunan. Meskipun terjadi 
penurunan jumlah laporan/pengaduan, namun tingkat KDRT tersebut 
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masih dikategorikan jumlah yang cukup banyak. Maraknya kekerasan 
fisik yang dilakukan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor penyebab. Pada penelitian kali ini penulis melakukan 
pengkajian terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 
oleh suami terhadap istri. Pada tanggal 7 Januari 2013 penulis 
melakukan penelitian dalam bentuk wawancara di Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar. Wawancara dilakukan dengan Ibu Afriyanti 
Firman  selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. 
Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait faktor-
faktor yang mempengaruhi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami 
terhadap istri, beliau mengemukakan bahwa : 
Terkait kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, 
khususnya dalam bentuk fisik, ada banyak faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Salah satu yang 
paling sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh 
suami akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga 
istri yang melarang seorang suami yang dalam keadaan mabuk 
akibat minuman beralkohol mendapatkan penganiayaan, selain 
faktor tersebut kekerasan yang dilakukan juga sering terjadi 
sebagai akibat dari perselingkuhan baik yang dilakukan oleh 
suami maupun yang dilakukan oleh istri, sehingga perdebatan 
yang terjadi antara suami dan istri sering berujung pada 
kekerasan fisik. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi 
seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri 
dikarenakan sang istri tidak mengindahkan larangan si suami. 
 
Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas menurut Ibu 
Afriyanti Firman  selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi 
karena adanya beberapa hal yakni sebagai berikut : 
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a. Suami dalam keadaan pengaruh alkohol; 
b. Perseteruan antara suami dan istri akibat perselingkuhan 
yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berujung pada 
kekerasan fisik; dan 
c. Istri yang tidak mengindahkan larangan suami. 
Penulis beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut sebenarnya 
merupakan akibat dari ketidakmampuan pasangan suami istri untuk 
menyelesaikan permasalahan secara musyawarah sehingga berujung 
pada terjadinya kekerasan. Jadi dalam hal melakukan penyelesaian 
permasalahan dalam rumah tangga, para pihak, dalam hal ini baik 
suami maupun istri harus menempuh jalur musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal ini segala permasalahan yang muncul, dapat 
diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa adanya suatu kekerasan 
dengan tidak mengikuti nafsu emosional masing-masing pihak. 
Selain melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar, penulis juga melakukan penelitian pada Lembaga 
Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar. Penelitian dilakukan pada 
tanggal 27 Desember 2012. Pada penelitian tersebut diperoleh data 
terkait laporan adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap 





Tabel 2 : 
Data Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Lembaga 
Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar 
 
No Tahun 
Jumlah laporan/pengaduan KDRT 
Jumlah  
Fisik  Psikis  Seksual  Penelantaran  
1.  2009 55 4 12 5 76 
2.  2010 28 6 7 9 50 
3.  2011 15 - 5 10 30 
4.  2012 6 - 10 11 27 
JUMLAH 104 10 34 35 183 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2009 dalam kurung waktu 
empat tahun terakhir juga terjadi penurunan, namun jumlah frekuensi 
intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak sebanyak 
seperti data yang penulis dapatkan pada Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga 
Pemberdayaan Perempuan di kota Makassar masih belum diketahui 
oleh masyarakat luas. Pada instansi ini, penulis melakukan 
wawancara terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di kota 
Makassar. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ir. Hj. Norma Bakir. M,Si 
selaku Kepala Kantor Lembaga Pemberdayaan Perempuan, beliau 
mengatakan bahwa : 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri terdiri atas beragam hal. 
Faktor yang paling sering menjadi penyebab adalah adanya 
pengaruh pihak ketiga (selingkuh), sehingga sang istri merasa 
keberatan atas tingkah laku suaminya dan berujung pada 
kekerasan yang dilakukan oleh suami. Faktor lain yang juga 
sangat berpengaruh adalah tindakan penelantaraan yang 
dilakukan oleh suami. Selain itu ada juga faktor dimana sang 
istri menuntut hak-haknya agar dipenuhi oleh suami yang juga 
berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami 
terhadap istri. Faktor ini tidak lain adalah faktor kebutuhan 
ekonomi, yakni kurangnya kemampuan suami untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan istri dan anak. 
Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas menurut Ibu Ir. Hj. 
Norma Bakir. M,Si selaku Kepala Kantor Lembaga Pemberdayaan 
Perempuan, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi 
karena beberapa hal yakni sebagai berikut : 
a. Adanya pengaruh pihak ketiga (perselingkuhan); 
b. Penelentaraan rumah tangga yang dilakukan oleh suami 
terhadap istri sehingga terjadinya percekcokan yang 
berujung suami melakukan kekerasan terhadap istrinya; dan 
c. Faktor ekonomi dalam kebutuhan rumah tangga yang tidak 
dapat dipenuhi oleh suami. 
Menanggapi pernyataan hasil wawancara di atas, penulis 
beranggapan bahwa sebenarnya permasalahan KDRT pada 
hakikatnya disebabkan oleh ketidakmampuan suami dan istri dalam 
menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan cara 
yang baik. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota 
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Makassar, semestinya dapat menjadi wadah penyelesaian KDRT 
secara non-litigasi, sebagai pihak yang memfasilitasi upaya 
perdamaian antara suami dan istri yang bermasalah. 
Selain melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota 
Makassar dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar 
penulis juga melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Kota Makssar, dan melakukan wawancara dengan pelaku 
KDRT. Penelitian dilakukan tanggal 3 Januari 2013, melalui 
wawancara dengan narapidana terkait kekerasan fisik yang dilakukan 
terhadap istrinya, berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan : 
Tabel 3 : 
Hasil Wawancara Narapidana KDRT pada Lembaga 







Alasan melakukan Kekerasan 
Fisik Terhadap Istri 
1.  Andi Asransiri 40 Mendapati Istri Selingkuh 
2.  Idris Buang 44 
Istri melakukan Nikah dengan 
orang lain, sementara hubungan 
meraka masih berstatus Suami-
istri 
3.  Mustamin 28 Mendapati Istri Selingkuh 
4.  Rajanuddin 48 Mendapati Istri Selingkuh 
Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, para pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa yang 
mempengaruhi mereka untuk melakukan kekerasan fisik terhadap 
istrinya sama sebagaimana hasil penelitian penulis sebelumnya, yakni 
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disebabkan oleh adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dalam 
kehidupan rumah tangga mereka. 
Berdasarkan dari keseluruhan hasil pembahasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yakni sebagai 
berikut : 
a. Adanya pihak ketiga sehingga terjadinya perselingkuhan 
yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun 
istri; 
b. Istri terlalu banyak menuntut kebutuhan ekonominya terhadap 
suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya; 
c. Penekanan yang dilakukan oleh suami, yang melarang 
istrinya untuk bergaul di luar rumah; 
d. Penelantaraan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, 
sehingga istri mengajukan keberatan kepada suami; dan 
e. Suami yang berada dalam pengaruh alkohol; 
 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Fisik yang 
dilakukan oleh Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga 
 
Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk 
menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya 
penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga  upaya 
yang dilakukan dapat tepat pada sasaran. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh penulis, ditemukan perbedaan data kekerasan dalam 
rumah tangga yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Makassar, 
dengan data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar. 
Pada Pengadilan Negeri Kota Makassar, penulis memperoleh data 
sebagai berikut : 
Tabel 4 : 




Jumlah laporan/pengaduan KDRT 
Jumlah  
Fisik  Psikis  Seksual  Penelantaran  
1.  2009 20 - - 2 22 
2.  2010 23 1 - 4 28 
3.  2011 22 - 2 - 24 
4.  2012 23 1 - 2 26 
JUMLAH 88 2 2 8 100 
  Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perkara kekerasan 
dalam rumah tangga yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar, 
dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Makassar 
sangat berbeda. Jumlah perkara KDRT yang ada pada Pengadilan 
Negeri Makassar tidak sebanyak perkara yang diterima pada 
Kepolisian Resort Kota Makassar. Perbedaan data tersebut 
disebabkan karena beberapa laporan/pengaduan telah diselesaikan 
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melalui jalur damai yang diinisiatif oleh Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Afriyanti Firman selaku 
Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, beliau 
mengemukakan bahwa : 
Keseluruhan laporan/pengaduan yang masuk ke kami, tidak 
semua dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sebelum melakukan 
pengiriman berkas pemeriksaan ke kejaksaan, kami selalu 
mengupayakan agar terlaksana perdamaian antara suami dan 
istri yang terlibat KDRT. Hal ini merupakan upaya 
penanggulangan yang kami upayakan, agar para pihak dapat 
menyadari kesalahan masing-masing, dan tidak mengulangi 
kembali perbuatan mereka. 
 
Lebih lanjut Ibu Afriyanti Firman mengemukakan bahwa: 
Upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini mencakup 
upaya preventif dan represif. Untuk upaya penanggulangan 
yang bersifat represif yang dilakukan oleh Sub Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam bentuk melakukan 
upaya perdamaian terhadap para pihak yang tersangkut kasus 
KDRT. Selain itu, unit ini juga selalu melakukan upaya yang 
bersifat preventif, yakni melakukan himbauan terhadap 
masyarakat untuk menghindari penyelesaian permasalahan 
rumah tangga melalui tindakan kekerasan. Sementara upaya 
pengangulangan yang bersifat preventif juga dilakukan oleh Unit 
Bimbingan Masyarakat. Yakni dalam bentuk sosialisasi terkait 
keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
Penulis beranggapan bahwa upaya yang dilakukan sudah 
cukup tepat, hal ini terlihat pada data laporan/pengaduan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yang ada pada Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, yang menunjukkan kecenderungan penurunan adanya 





Data Frekuensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian 









Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya 
penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian cukup efektif. Setiap 
tahunnya, terjadi penurunan jumlah terkait kekerasan dalam rumah 
tangga. Penulis beranggapan, ada baiknya jika apa yang telah 
dilakukan pihak kepolisian dapat ditingkatkan, agar jumlah penurunan 
yang terjadi dapat drastis. Sehingga, KDRT tidak lagi menjadi masalah 
yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dan tenaga aparat dapat di 
alihkan ke upaya penanggulangan persoalan hukum yang lainnya 
seperti, kenakalan remaja, tindak pidana terorisme dan lain-lain.  
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Terkait permasalahan upaya penanggulangan terhadap 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis juga melakukan penelitian 
pada Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Ir. 
Hj. Norma Bakir, M.Si., Selaku Kepala Kantor Pemberdayaan 
Perempuan, beliau mengemukakan bahwa: 
Setiap tiga bulan sekali, kami melakukan penyuluhan, terkait 
penanggulangan KDRT di tingkat kecamatan, atau pada 
organisasi-organisasi perempuan di Kota Makassar. Hal ini 
dimaksudkan agar, intensitas jumlah KDRT yang ada dapat di 
minimalisir. 
Terkait penjelasan tersebut di atas, penulis menyarankan agar 
kiranya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar, dapat 
melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Makassar agar 
upaya penanggulangan yang dilakukan dapat berjalan efektif. 
Hubungan koordinasi dilakukan dengan maksud agar tempat 











Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri yakni sebagai berikut : 
a. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik 
suami maupun istri; 
b. Istri terlalu banyak menuntut kebutuhan ekonominya terhadap 
suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya; 
c. Penekanan yang dilakukan oleh suami, yang melarang istrinya 
untuk bergaul di luar rumah; 
d. Penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri, 
kemudian istri mengajukan keberatan kepada suami; dan 
e. Suami yang berada dalam pengaruh alkohol; 
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga meliputi: 
a. Melakukan upaya perdamaian terhadap para pihak yang terlibat 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
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b. Melakukan kegiatan yang menghimbau masyarakat untuk 
menghindari penyelesaian masalah dalam rumah tangga 
melalui cara perdamaian; dan 
c. Melakukan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi 
keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 
memberikan saran: 
a. Diharapkan para suami mampu memperlakukan istri dengan 
sebaik-baiknya, suami dan istri menyelesaiakan setiap 
permasalahan tidak dengan cara yang emosional. Para pihak 
saling memahami kedudukan mereka sebagai suami dan istri 
sehingga mampu melaksanakan kewajiban masing-masing 
dengan baik.  
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 harus diberlakukan 
secara efektif terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Sehingga dapat memberikan efek jera, baik terhadap si 
pelaku, maupun bagi masyarakat luas lainnya. Selain itu, 
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